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1PROPOSAL RISET BERBASIS PRODI/JURUSAN
JURUSAN ILMU POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
A. Latar Belakang Masalah
Peran perguruan tinggi sebagai lembaga yang mengembangkan SDM, disikapi
UIN Alauddin pasca peralihan dari IAIN dengan melakukan reorientasi, reorganisasi,
restrukturisasi dan reformasi internal sebagai langkah antisipatif dengan menyediakan
berbagai pilihan kajian keilmuan yang disinergikan dengan keislaman sebagai
tantangan dalam menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan.
Adalah aspek politik merupakan salah satu titik perhatian kehidupan sosial
kemasyaratan yang dipandang penting,  sehingga UIN Alauddin Makassar merasa
perlu segera merespon melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
SDM yang mampu memecahkan permasalahan sosial politik dengan membuka
Program Studi (Prodi) Ilmu Politik pada tahun 2008 di bawah naungan Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat.1
Keberadaan Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar juga sangat
berkepentingan dalam upaya melestarikan semangat yang sama, yaitu ikut
mendorong lebih jauh berkembangnya berbagai kajian dan studi ilmu politik yang
lebih humanis, emansipatif, dan liberatif dengan mengikutkan nilai-nilai transedental
di dalamnya, sesuai dengan visi dan misi Prodi yang mengutamakan pentingnya ide
atau gagasan profetik, dimana epistemologi ilmu politik yang dikembangkan tidak
saja berbasis pada rasionalitas dan empirisme, namun juga bersandar pada kekuatan
wahyu Ilahiyah.
Sejalan dengan usia Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin yang saat ini telah
memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, segala bentuk kegiatan akademik
(pembelajaran) berbasis pada sistem integratif yang mengacu pada sinergitas agama
dan sains yang diturunkan dari paradigma induknya (UIN Alauddin). Dengan harapan
1 Lihat Dasar Pemikiran Pada Proposal Pendirian Jurusan Ilmu Politik 2008, hlm.2
2karakter mahasiswa Prodi ilmu politik maupun lulusan yang dihasilkan nantinya
adalah karakter yang terintegrasi pula dengan memiliki keterpaduan moral dan
intelektual sekaligus yang dapat dibanggakan serta mampu tampil ditengah
kemajemukan (inklusif). Secara otomatis ini juga lah yang menjadi pembeda dengan
mahasiswa atau lulusan Prodi Ilmu Politik dari universitas lain yang berbasis umum.
Salah satu medan pengujian tersebut adalah ketersediaan satuan acara
perkuliahan dan rencana proses perkuliahan (SAP & RPP). SAP dan RPP dirancang
sebagai tujuan yang mesti dicapai agar perkuliahan yang berkualitas, terukur,
berkesinambungan dan terarah bisa sediakan agar target pembelajaran yang
diturunkan dari visi dan misi fakultas bisa diraih. Hingga penelitian ini akan
dilakukan, jurusan ilmu politik telah menerapkan kurikulum baru yakni kurikulum
2013 (yang disahkan setelah melalui serangkaian workshop dan olah materi) setelah
sebelumnya menerapkan kurikulum 2008. Mahasiswa jurusan ilmu politik yang telah
mengalami pembelajaran berbasis kurikulum baru adalah mahasiswa angkatan 2013
(semester 2).
Dalam rangka memahami efektivitas pelaksanaan kurikulum baru 2013pada
jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, penelitian ini akan menfokuskan pada
evaluasi terhadap materi SAP dan RPP yang menyusun kurikulum baru 2013
tersebut. Hal ini dapat dianalisis secara evaluatif untuk mengetahui efektivitas
pelaksanaan kurikulum baru 2013 pada Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
B. Rumusan Permasalahan
Berangkat dari argumentasi di atas, maka yang akan dijadikan pokok kajian
dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru 2013 pada
Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Secara ringkas dapat dirumuskan
permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji dalam penelitian ini; Bagaimana
efektivitas pelaksanaan kurikulum baru 2013 berbasis integrasi keilmuan
berdasarkan analisa materi dan kecenderungan satuan acara perkuliahan pada
Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar?
3C. Pembatasan Masalah
Masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada satu aspek yakni; bagaimana
efektivitas pelaksanaan kurikulum baru 2013 berdasarkan analisa materi dan
kecenderungan satuan acara perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum
baru 2013 berbasis integrasi keilmuan yang diterapkan di Jurusan/Prodi Ilmu Politik.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan dan
sistem evaluasi pelaksanaan kurikulum baru 2013 yang diterapkan di Jurusan Ilmu
Politik.
E. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai evaluasi
satuan acara perkuliahan sebagai acuan teknis dan normatif kurikulum baru 2013
pada Prodi Ilmu Politik. Penelitian ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan
mutu pembelajaran di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN
Alauddin Makassar.
F. Tinjauan Pustaka
Studi dan kajian yang menjadikan SAP sebagai objek analisis pada
lingkungan UIN Alauddin tidak bisa tidak mestiberanjak dari paradigma intergrasi
keilmuan menjadi landasan normatif seluruh bangunan kurikulum baru 2013 Jurusan
Ilmu Politik. Dalam kaitannya dengan studi ini, akan digambarkan beberapa studi
mengenai integrasi keilmuan yang dapat dirujuk pada;
41. Tulisan M. Amin Abdullah Paradigma Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Integrasi
Interkoneksi2 merupakan tulisan yang cukup penting mengantarkan pada
pemahaman mengenai konsep integrasi ilmu yang dikembangkan dalam
lingkungan Uinversitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) yang membuka program studi umum. Secara umum, Amin Abdullah
memberikan penjelasan umum mengenai model integrasi keilmuan dalam
lingkungan UIN dan upaya pengembangan ilmu-ilmu umum di dalamnya. Karena
tulisan ini lebih fokus proses pembentukan disiplin umum di lingkungan UIN
serta pengembangan diskursus teoritis seperti pendekatan bayani, burhani dan
irfani, sehingga tulisan ini belum pada melihat respons mahasiswa atas bentuk
pembelajaran yang bersifat integralistik.
2. Karya Armahedi Mazhar Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami:
Revolusi Integralisme Islam3 merupakan karya yang sangat baik mengantarkan
pada pemahaman mengenai gagasan integralisme Islam dengan memotret kepada
banyak aspek kajian keilmuan yang diintegrasikan dengan Islam. Sebagai suatu
pembahasan yang secara spesifik, karya ini sangat penting untuk memahami
proses integrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Dengan
memfokuskan perhatian pada pembahasan yang bersifat umum tersebut, karya
Mazhar tidak memotret bagaimana proses pembelajaran integralisme di kampus-
kampus Islami maupun kampus-kampus umum.
3. Studi yang dilakukan oleh John F. Haught Perjumpaan Sains dan Agama: Dari
Konflik ke Dialog4 dapat dipandang sebagai suatu karya yang mengkaji secara
dialektik proses perjumpaan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dengan
mengambil berbagai topik kajian, studi ini menggunakan empat pendekatan yakni
pendekatan konflik, kontras, kontak dan konfirmasi. Studi ini memusatkan
2 M. Amin Abdullah, “Paradigma Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Integrasi Interkoneksi”,
dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 1, No. 1, Oktober 2006, hlm. 1-29
3 Armahedi Mazhar Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami: Revolusi
Integralisme Islam (Bandung: Mizan, 2004)
4 John F. Haught Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog (Bandung: Mizan,
2004)
5perhatian pada kajian mengenai obyek yang menjadi bahan perdebatan akademik
dan hal-hal aktual dalam kehidupan umat manusia, karena itu, studi ini tidak
fokus pada penjelasan yang spesifik mengenai proses pembelajaran integralistik.
4. Tulisan Armahedi Mahzar “Integrasi Sains dan Agama: Model dan Metodologi”5
menunjukkan beberapa model integrasi keilmuan, mulai dari model monadik
populer di kalangan fundamentalis, religius, sekuler yang bersifat totalistik
dengan menegasikan eksistensi atau kebenaran yang lain, kemudian model diadik
yang memiliki varian diantaranya disebutkan bahwa sains dan agama adalah dua
kebenaran yang setara, sains membicarakan fakta alamiah, sedangkan agama
membicarakan nilai ilahiah, model diadik yang menawarkan jembatan antara
sains dan agama yakni filsafat, hingga model pentandik yang memasukkan
kategori objektivitas, interobjektivitas, intersubjektivitas dan subjektivitas. Fokus
perhatian tulisan ini lebih kepada penjelasan teoritis mengenai model-model
integrasi dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena itu tidak bertujuan menguji
suatu kasus tertentu.
Studi dalam riset ini hadir untuk memahami dan menjelaskan materi dan
kecendrungan satuan acara perkuliahan yang ada pada Jurusan Ilmu politik UIN
Alauddin sebagai acuan dasar untuk mengevaluasi  kurikulum baru 2013, kurikulum
yang diharapkan mampu memfasilitasi civitas akademika UIN Alauddin khususnya
Jurusan Ilmu Politik untuk mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu sosial politik.
G. Kerangka Konseptual
Studi tentang SAP yang menyusun kurikulum baru 2013 Jurusan Ilmu Politik
yang bercorak integrasi keilmuan memerlukan cara pandang untuk memahami dan
menjelaskan masalah-masalah yang diteliti. Cara pandang atau perspektif dibangun di
atas suatu teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis dan menjelaskan objek
5 Armahedi Mahzar, “Integrasi Sains dan Agama: Model dan Metodologi”, dalam Zainal
Abidin Bagir dkk, Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 92-
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6yang menjadi kajian.6 Dalam hal ini teori dimaksudkan sebagai “seperangkat
pernyataan yang secara sistematis berhubungan”,7 atau “serangkaian proposisi yan
saling berhubungan yang memungkinkan dapat dipergunakan untuk menerangkan
dan memprediksi kehidupan sosial”.8 Dengan demikian, teori merupakan alat analisis
untuk menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian. Adapun
penggunaan teori dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
1. Teori Integrasi Keilmuan
Berangkat dari pemahaman keagamaan yang kaffah dan Islam telah lengkap
dan sempurna menjadi dasar untuk memposisikan syariat Islam diatas segala manusia
beriman, termasuk aktivitas para intelektual, Islam bukan hanya terkait dengan akidah
(keyakinan kepada Allah) dan ibadah (penghambaan kepada Allah), tetapi juga
akhlak (pola perilaku) dan muamalah (kemasyarakatan).9 Islam bermakna integratif
bagi kehidupan dunia termasuk dengan kehidupan politik (siyasat, daflat) dan hukum
(syariat), sehingga dikenal kesatuan tiga dimensi yaitu “al-din wa daflat wa-
syariat”.10 Menurut penganut paham integralisme menyebut bahwa Islam adalah
sebuah sistem nilai yang komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan. Islam
memberi petunjuk kepada umat manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam
bahkan memberikan jalan keluar atau solusi atas berbagai masalah penting yang
dihadapi umat manusia. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa “Kami memahami Islam
secara integral, mencakup dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Ini bukanlah klaim
yang kami buat-buat. Tapi memang itulah yang kami pahami dari kitab Allah dan
hasil napak tilas kami kepada generasi terdahulu Islam.11
6 Sartono Kartodirdjo, Perspektif Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia,
1993),hlm.220
7 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, terjemahan (Jakarta: Rajawali Press, 1992),
hlm. 4
8 Sunyoto Usman, Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi (Yogyakarta: CIReD, 2004),
hlm. 59
9 Ahmad Azhar Basyir, Citra Masyarakat Muslim (Yogyakarta: FE UII, 1983), hlm. 1
10 Shireen T. Hunter, op. cit., hlm. 9
11 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, terj. (Solo: Intermedia, 1997),
hlm. 42.
7Kerangka integrasi tersebut bermakna pada pembelajaran integrasi, artinya
integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan memahami posisi agama dan sains,
menurut John F. Haught12 terdapat empat bentuk relasi agama dan sains yakni;
pertama, pendekatan konflik yang mengatakan bahwa sains membatalkan agama;
kedua, pendekatan kontras yang menyebutkan bahwa agama dan sains sangat berbeda
satu sama lain sehingga secara logis tidak sama-sama valid, tetapi kita harus teliti
memisahkan yang satu dari yang lain; ketiga, pendekatan kontak yang mengatakan
bahwa agama dan sains jelas berbeda, tetapi sains memiliki implikasi-implikasi bagi
agama, demikian juga sebaliknya. Sains dan agama niscaya berinteraksi satu sama
lain, karena itu agama dan teologi tidak boleh mengabaikan perkembangan-
perkembangan baru dalam sains; keempat, pendekatan konfirmasi yang menyebutkan
bahwa agama dapat berperan positif dalam mendukung petualangan ilmiah mencari
penemuan, ia mengupayakan cara-cara yang dapat ditempuh agama, tanpa sama
sekali mencampuri sains, untuk dapat meretas jalan bagi beberapa ide, dan bahkan
merestui penyelidikan ilmiah akan kebenaran.
Dalam Islam, integralisme mencakup jenjang kesepaduan yakni vertikal
(materi, energi, informasi, nilai dan sumber nilai) dan horisontal yang bermula dari
manusia sebagai mikrokosmos, masyarakat sebagai mesokosmos, alam semesta
sebagai makrokosmos dan sekalian alam-alam lain sebagai suprakosmos dan berakhir
pada Tuhan sebagai metakosmos.13
Teori integralistik merupakan teori yang tidak hanya menggabungkan ilmu-
ilmu agama dan ilmu umum, melainkan mensinergikan keduanya, menurut
Kuntowijoyo14 ilmu integralistik merupakan hasil produk bersama seluruh manusia
beriman, ilmu integralistik tidak akan mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau
12 John F Haught, Science and Religion: From Conflict to Conservation (New York: Paulist
Press, 1995)
13 Ibid., hlm. xxxix
14 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika (Jakarta: Teraju,
2005)
8mengucilkan manusia (other worldly asceticisme), integralisme diharapkan
menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrem dan agama-agama radikal.
Dalam perspektif ilmu politik, integrasi dalam sistem sosial politik misalnya
merupakan kebutuhan yang mendesak untuk terus-menerus melanjutkan proses
reformasi Islam, merekonsiliasi komitmen Muslim dengan kebutuhan-kebutuhan
praktis masyarakat,15 melalui keterlibatan “agen-agen intelektual” dalam struktur
negara. Proses rekonsiliasi komitmen ini bukanlah sekedar akibat dari rekayasa
politik, akan tetapi sebagai kelanjutan dari modernisasi pendidikan Islam dan
kesadaran para ilmuwan mengenai pentingnya suatu transformasi pendekatan dalam
studi ilmu pengetahuan kontemporer.
2. Teori Sistem
Prof. Pamudji16 mengartikan sebuah sistem sebagai: “Suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-
hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks atau utuh”. Sedangkan Inu Kencana17 mengkongkritkan istilah sistem
sebagai kesatuan yang utuh dari rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain. Dengan
demikian bagian anak cabang dari suatu sistem, bisa saja menjadi induk sistem dari
rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil, sehingga
dapat disimpulkan rusaknya salah satu bagian akan menganggu kestabilan sistem itu
sendiri.
Menurut Winardi dalam Nasuka18, mazhab sistem berlandaskan sebuah
perspektif teoritis yang dinamakan teori sistem umum yang lahir dari tokoh-tokoh
revolusi ilmiah di atas melalui sebuah perkumpulan dengan nama The Society for
15 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler, terjemahan (Bandung: Mizan,
2007), hlm. 39
16 Prof. Drs. S. Pamuji, M.P.A, Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Management, Jakarta,
Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981,hlm. 4
17 Inu Kencana Syafiie dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999)
hlm. 7
18 Nasuka, Teori Sistem : Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama
Islam, (Jakarta, Kencana, 2005) hlm. 14-15
9General System Theory, yang merupakan pengembangan dari pertemuan tahunan The
American Association for the Advancement of Science (AAAS. Berawal dari situ
dirumuskanlah  beberapa ciri dari teori sistem umum sebagai berikut19: 1).
Interdependensi (saling ketergantungan); 2) Holism (satu kesatuan yang utuh); 3).
Mencari tujuan (goal seeking); 4). Adanya input – proses dan – output; 5). Adanya
kemungkinan entropi (penurunan atau pengurangan sumber daya karena diperlukan
untuk melakukan proses); 6). Adanya unsur regulasi (pengaturan); 7). Kegiatan
transformasi (perubahan); 8). Adanya hierarkhi (tingkatan); 9). Munculnya gejala
diferensiasi; dan; 10). Adanya unsur equifinally (kesamaan pencapaian hasil akhir).
Sedangkan Rusadi menambahkan ciri-ciri sistem lainnya20 meliputi: integration,
wholeness, organization, coherence and connectedness. Dari beberapa ciri-ciri yang
dikemukakan di atas dan dihubungkan definisi sistem yang dikemukakan di awal
maka sifat sistem tidak terlepas dari interdisipliner dan interdependensi antar unsur
elemen sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh (unity) serta adanya tujuan
yang ingin dicapai.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran integrasi
berdasarkan kurikulum baru 2013 pada Prodi Ilmu Politik di UIN Alauddin adalah
sebuah proses kerja sistem, dimana semua komponen dalam berlangsungnya
pembelajaran haruslah saling berhubungan satu sama lain. Seperti pada skema sistem
berikut:
19 Ibid, hlm.16
20 Ibid, hlm.22
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Lingkungan
Input PROSES Output
Umpan Balik
Lingkungan
Proses bekerjanya sistem diawali dari kotak input berupa tuntutan, yakni
penerapan integrasi keilmuan di Prodi Ilmu Politik sebagai sub-sistem dari UIN
Alauddin, selanjutnya untuk terselenggaranya proses yang lancar diperlukan
dukungan diantaranya tersedianya sarana dan prasarana sebagai perangkat penunjang
proses pembelajaran yang memadai (gedung, media, kurikulum dan SAP yang
menyusunnya, materi, literatur) serta keberadaan SDM (pimpinan, dosen, staf,
mahasiswa) sebagai bagian dari sistem. Kotak kedua mendudukkan mahasiswa
sebagai lokus pembelajaran, dimana semua komponen atau elemen yang ada
berintegrasi dan terinteraksi secara terpadu dalam proses pembelajaran, sebagai
contoh dalam perkuliahan integrasi, mahasiswa mendapatkan materi integrasi dari
tenaga pengajar atau dosen yang memahami dan menerapkan konsep integrasi
keilmuan yang berlaku di UIN Alauddin sehingga dalam prosesnya materi dan
metode pembelajaran integratif terlaksana, serta tersedianya literatur-literatur
integratif yang menunjang proses pembelajaran. Kotak ketiga menunjukkan hasil
dari proses pembelajaran, dalam hal ini diharapkan akan lahir alumni Prodi Ilmu
- Tuntutan (UIN)
- Dukungan
- SDM
Pembelajaran
Integrasi berbasis
kurikulum baru
2013
- SAP lengkap & terarah
- Kurikulum
komprehensif
- Alumni integralistik
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Politik yang memiliki karakter yang integratif pula secara moral dan  intelektual
sekaligus. Namun  penilaian terhadap hasil proses juga sangat dimungkinkan melalui
umpan balik sebagai upaya perbaikan maupun peningkatan demi maksimalisasi
tujuan. Terakhir, faktor lingkungan tak kalah pentingnya, meskipun berada di luar
sistem namun sangat berpotensi untuk mempengaruhi kinerja dan hasil sistem seperti
perkembangan informasi ,telekomunikasi dan ruang publik yang dapat mempengaruhi
pola pikir dan prilaku.
H. Metode Penelitian
1. Pembatasan Ruang Lingkup
Studi ini akan dipusatkan pada teks satuan acara perkuliahan uang telah
diselesaikan penyusunannya oleh pimpinan dan dosen pada prodi ilmu politik UIN
Alauddin Makassar, juga materi interview dari pihak-pihak terkait semisal dosen dan
mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan 2013 yang merupakan angkatan studi yang
telah mengalami penerapan kurikulum baru 2013 pada Jurusan Ilmu Politik UIN
Alauddin. Berdasarkan ketentuan akademik UIN bahwa ilmu-ilmu umum maupun
ilmu-ilmu agama harus menerapkan model pembelajaran integrasi atau interkoneksi
keilmuan. Dengan demikian, studi ini akan difokuskan pada evaluasi efektivitas
pelaksanaan kurikulum baru 2013 yang dilaksanakan oleh Jurusan/Prodi Ilmu Politik.
Fokus perhatian pada analisa teks satuan acara perkuliahan untuk mengetahui
kecenderungan, arah dan kesesuaian satu materi dengan materi lain, sehingga
diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan di
UIN Alauddin.
2. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif – analitis. Dalam
metode ini kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh didasarkan pada proses
pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa
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yang konkret.21 Metode deskriptif-analitis ini sengaja dirancang untuk
mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang. Disebut
deskriptif–analitik karena memberikan penggambaran tentang kenyataan-kenyataan
yang bersifat partinen (sungguh-sungguh ada).
Data primer diperoleh dari dokumen/teks satuan acara perkuliahan prodi Ilmu
Politik serta hasil wawancara sebagai upaya untuk merekonstruksi berbagai kejadian
yang berkaitan dengan faktor kausal, kondisional, kontekstual, dan berbagai
komponen lain yang terkait sehingga memberikan gambaran mengenai evaluasi
pelaksanaan kurikulum baru 2013pada program studi ilmu politik. Selain itu,
wawancara dengan pihak terkait seperti mahasiswa angkatan 2013, dosen dan
pimpinan Jurusan Ilmu Politik dilakukan untuk memperoleh informasi dan
keterangan mengenai obyek studi, artinya wawancara yang dilakukan untuk
keperluan mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk
keperluan informasi.22 Individu yang menjadi sasaran wawancara disebut informan.
Mereka dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi atau keterangan tentang
hal yang diwawancarakan, sementara data sekunder diperoleh dari teks-teks yang
memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian seperti catatan pengajaran dosen dan
tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan 2013.
3. Sasaran Penelitian
Penelitian ini akan difokuskan pada (1) SAP kurikulum 2013 program studi
ilmu politik UIN Alauddin Makassar yang secara khusus akan menyediakan data bagi
evaluasi pengadaan dan penyelenggaraan SAP kurikulum 2013 pada prodi Ilmu
Politik, (2) persepsi dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik terhadap
penyelenggaraan SAP kurikulum 2013. Oleh karena itu, data yang dihimpun dalam
penelitian ini meliputi buku besar SAP kurikulum 2013, respon mahasiswa dan dosen
21 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Bina Cipta, 1992), hlm. 65
22 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1994) hlm.
130
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terhadap pengadaan dan penyelenggaraan SAP kurikulum 2013 pada prodi Ilmu
Politik.
4. Analisis Data
Analisa terhadap data dalam penelitian ini, dimulai dari persoalan-persoalan
terkait pengadaan dan penyelenggaraan SAP kurikulum 2013 pada prodi Ilmu Politik
di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas
pengadaan dan penyelenggaraan SAP kurikulum 2013 di prodi Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar. Data yang dihimpun ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.
Fakta kualitatif diperoleh dikelompokkan dalam kategori sejenis dan kemudian
dikoding dalam bentuk nilai absolut dan persentasi.
I. Jadwal Penelitian
Penelitian ini insya Allah akan dilakukan antara bulan April sampai September
2014 pada Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dengan mewawancarai
sejumlah pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai obyek yang diteliti.
Rencana agenda penelitian hingga laporan akhir tergambar sebagai berikut:
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN
1 Penyusunan Proposal Minggu ke I –
Minggu ke II
Maret 2014
Tim Peneliti
2 Pengajuan Proposal Minggu ke IV
Maret 2014
Tim Peneliti
3 Presentasi dan perbaikan
proposal
Minggu pertama
16-17 April 2014
Tim Peneliti
14
4 Proses Pengumpulan data
Lapangan
Minggu ke III
April - Minggu Ke
II Agustus 2014
Tim Peneliti
5 Proses Penyusunan data Minggu ke III
Agustus 2014
Tim Peneliti
6 Analisa Data Minggu ke IV
Agustus 2014
Tim Peneliti
7 Proses Penafsiran / pembahasan Minggu ke IV
Agustus 2014
Tim Peneliti
8 Penarikan kesimpulan hasil Minggu ke- I
September 2014
Tim Peneliti
9 Pengetikan & Pengiriman
Laporan
Minggu ke I- II
September 2014
Tim Peneliti
10 Seminar Hasil Penelitian Minggu ke I Okt
2014
Tim Peneliti
11 Revisi Minggu Ke II Okt
2014
Tim Peneliti
12 Laporan Akhir Minggu III Okt
2014
Tim Peneliti
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J. Anggaran dan Estimasi Pembelanjaan
Adapun anggaran biaya penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
No Jenis Pengeluaran
Biaya yang diisulkan
(Rp.) Persentase
1. Manajemen 6.000.000 40%
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan 3.700.000 25%
3. Komunikasi 1.500.000 10%
4. Penyusunan Laporan & Laporan Perkembangan 2.250.000 15%
5. Pembelian Buku Referensi 1.500.000 10%
Jumlah 15.000.000 100%
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BAB II
Konstruksi Teori Efektivitas
A. Pengantar
Efektivitas berasal dari kata Latin effectus yang berakar pada kata efficere (ex
+ facere) yang berarti membuat, mengaktualkan, membawa ke dalam realitas.
Efektivitas serta kata ajektif turunannya yakni efektif mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai.
Menurut Effendy, efektivitas adalah ”komunikasi yang prosesnya mencapai
tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang
ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.1 Efektivitas menurut pengertian di
atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana
suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan
untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”.2
Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan
sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya secara matang. Pesan dalam pengertian Susanto adalah artikulasi
semantik dan simbolik yang digunakan oleh pemimpin dan anggota organisasi untuk
berkomunikasi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan bersama. Setiap komunikasi mengimplikasikan hadirnya pesan yang
terujar, tersampaikan, terpersepsi secara akurat, benar dan minim sehingga
1Lihat Effendi dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Jakarta; Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2005, hal. 12.
2Ibid, hal.13.
berimplikasi kuat pada munculnya kinerja organisasional yang semakin baik. Inilah
makna efektivitas menurut Susanto.
Menurut Agung Kurniawan dalam buku Surya Dharma Manajemen Kinerja,
“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya
yang ditandai oleh tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya”.3
Definisi ini agak normatif menggambarkan efektivitas sebagai suasana dari ekosistem
organisasi. Secara tersurat, definisi ini menghindari ketegangan sebab ketegangan
diasumsikan merusak suasana komunikasi yang membangun suatu organisasi.
Namun, kajian dan realitas organisasional menunjukkan kecenderungan yang
berbeda; lazim diakui bahwa konsep ketegangan kreatif itu nyata dan bisa ditoleransi
bahkan hingga taraf tertentu sangat bermanfaat bagi organisasi. Ketegangan kreatif
adalah situasi terdesak yang memaksa setiap individu dalam organisasi untuk
memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada. Sangat sering dijumpai bahwa situasi
terdesak ini mampu melecut hadirnya kerjasama yang bernas dalam organisasi.
Meskipun pengakuan akan bahaya ketegangan yang tidak sanggup diantisipasi mesti
tetap digalakkan.
Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas
merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki
walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering
dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang
dilakukan secara efisien belum tentu efektif.
3Lihat Surya Dharma, Manajemen Kinerja, Edisi ketiga, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010,
hal. 25.
B. Pengertian Teori Efektivitas Menurut Para Ahli
1. Teori Efektivitas menurut Ravianto
Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh
mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa
apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,
biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.
2. Teori Efektivitas Menurut Ndraha
Efektivitas adalah efisiensi yang digunakan untuk mengukur proses, efektivitas
guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Khusus mengenai efektivitas
pemerintahan, Ndraha mengemukakan :
Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai
tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan
(per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu
dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi).
Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung
pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus
pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output?
Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah,
yang-diperintah atau bersama-sama?
Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi
pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaaan
pemerintahan daerah.4
4Ibid.
3. Teori Efektivitas Menurut Barnard
Barnard berpendapat bahwa, “Accordingly, we shall say that an action is effective
if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever
it is effective or not.” Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan
dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.
4. Teori Efektivitas Menurut Ensiklopedia Administrasi
Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu
perbuatan denngan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu
dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang
dikehendaki.
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan
efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal
yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk
mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian
suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan
tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu
instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam
melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi
tersebut.
Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah
organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas, peneliti ingin menggunakan konsep-
konsep dalam teori manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan
teori efektivitas.
Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki
arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan
kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan
hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.5
Berikut adalah beberapa defenisi efektivitas menurut para ahli;
1. Roulette, efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang
tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan
pelanggan.
2. Hodge, efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai
kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa
organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk
mencapai tujuan.
3. Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
4. Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
5. Hidayat, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar presentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
6. Schemerhon John R. Jr., efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur
dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan
output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif.
7. Prasetyo Budi Saksono, efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan
output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.
8. Richard M. Steers, efektivitas adalah “sejauh mana organisasi melaksanakan
seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.
5Ibid. hal. 19
9. Gibson, efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha
bersama.
10. Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.
11. Atmosoeprapto, efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan
efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana
kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala
sumber daya secara cermat.6
Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J.
Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely, antara lain :
1. Efektivitas Individu
Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang
menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam
kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua
anggota kelompoknya.
3. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui
pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi
tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.
Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat
perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi
berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat
sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang
6Lihat Effendi dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Jakarta; Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2005, hal. 16-9.
sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada
dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional
sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,
sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini
dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan
yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan
yang lain.7
Sementara itu, Sharma Tangkilisan memberikan kriteria atau ukuran efektivitas
organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi
antara lain:
1. Produktivitas organisasi atau output;
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan
perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di
antara bagian-bagian organisasi.8
Steers dalam Tangkilisan mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran
efektivitas organisasi yaitu:
1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan berlaba;
5. Pencarian sumber daya.
Gibson dalam Tangkilisan mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas
organisasi dapat pula diukur melalui:
7Dharma, Surya. Manajemen Kinerja, Edisi ketiga, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
8Lihat Effendi dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Jakarta; Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2005, hal. 22.
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.9
Adapun Emerson mengatakan bahwa, “efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut
telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, hal ini
dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan bahwa, “efektivitas adalah tercapainya
suatu sasaran eksplisit dan implisit”. Hal senada juga dikemukakan oleh Miller,
“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals.
Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned
with goal attainments”, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat
seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.10
Selain pencapaian tujuan, Winardi menjelaskan, “efektivitas adalah hasil yang
dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu
tertentu”. Apabila kutipan ini dianalisa, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh
seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang/jasa tersebut.11
Efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti
pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi
efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran.
9Ibid.
10Dharma, Surya. Manajemen Kinerja, Edisi ketiga, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
Hal.25
11Ibid.
Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas
organisasi melalui pendekatan teori sistem antara lain:
1. Produksi
Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan
mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi
Konsep efisiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output
dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara
keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.
3. Kepuasan
Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan
para karyawan dan pengguna.
4. Adaptasi
Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi
perubahan ekstern dan intern.
5. Perkembangan
Organisasi harus mampu berinovasi dan mengembangkan diri untuk
mengukuhkan kemampuannya bertahan dalam jangka panjang.
6. Hidup Terus
Organisasi harus bertahan dalam jangka waktu yang panjang.12
Inilah teori-teori efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Bagaimana dengan efektivitas pelaksanaan kurikulum baru 2013 berbasis integrasi
keilmuan berdasarkan analisa materi dan kecenderungan satuan acara perkuliahan
pada Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar? Pertanyaan ini
sepenuhnya akan diteropong dengan menggunakan teori efektivitas sistemik, yakni
seperangkat konsepsi yang berusaha menjelaskan SAP Program Studi Ilmu Politik
12Moeheriyono. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Bogor; Penerbit Ghalai Indonesia,
2009.
sebagai sarana sistematis yang digunakan oleh stakeholders jurusan untuk mencapai
tujuannya, yakni terealisasinya integrasi keilmuan politik dengan Islam.
Konsepsi ini merujuk kepada teori-teori efektivitas yang dibahas di sepanjang
bab ini. Dalam pembahasan (Bab IV) akan digunakan seluruh definisi, batasan, tipe
dan indikator efektivitas agar gambaran tentang derajat efektivitas SAP Jurusan Ilmu
Politik sebagai sarana mencapai tujuan jurusan yakni terwujudnya pembelajaran
politik berbasis integrasi keilmuan.
Demi tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka konsepsi yang akan
digunakan dalam pembahasan (Bab IV) merupakan gabungan, intisari, pendalaman
serta penajaman dari konstruksi teori efektivitas yang telah dijelaskan sejauh ini. Hal
ini dikarenakan belum adanya satu teori yang padu dan komprehensif yang telah
membahas efektivitas SAP kurikulum berbasis integrasi keilmuan. Oleh karena itu,
kami menganggap bahwa nilai teoritis yang paling strategis untuk menjelaskan hal ini
adalah konstruksi terhadap teori-teori efektivitas yang telah ada sebelumnya.
Atas dasar pertimbangan inilah maka kami mengembangkan teori efektivitas
linear progresif untuk membaca efektivitas penyelenggaraan SAP kurikulum berbasis
integrasi keilmuan pada Jurusan Ilmu Politik. Efektivitas linear progresif berusaha
memetakan lalu mengisolasi prosedur pelaksanaan suatu kegiatan organisasional lalu
setiap tahapan kegiatan tersebut disatukan kembali ke dalam satu analisa yang utuh
berdasarkan asas dan tujuan pokok dari kegiatan organisasional tersebut. Efektivitas
linear progresif mengambil empat (4) tahapan analisa yakni; pertama, efektivitas
persiapan; kedua, efektivitas performatif; ketiga, efektivitas evaluasi; keempat,
efektivitas substantif.
Efektivitas persiapan merujuk kepada sejauh apa suatu organisasi
mempersiapkan sumberdaya manajerial, sosial dan finansialnya untuk mempersepsi
realitas lingkungannya yang sangat kompleks serta berubah dengan cepat dan lalu
memanfaatkan realitas lingkungan tersebut demi hadirnya pertumbuhan
organisasional yang efektif. Di sini yang akan dianalisa adalah (1) kemampuan
persepsi, resepsi dan distribusi informasi antara organisasi dan lingkungan/ekosistem
yang melingkupi organisasi tesebut serta (2) kemampuan organisasi mengeksploitasi
informasi tersebut demi hadirnya akselerasi pertumbuhan organisasi yang efektif.
Efektivitas performatif merujuk kepada kemampuan organisasi
menyelenggarakan suatu kegiatan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang
ada agar kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuannya. Efektivitas performatif tidak
selalu diukur dari minimnya cost ekonomi dan sosial yang dibutuhkan oleh suatu
kegiatan yang tampak terselenggara dengan sukses, melainkan diukur dari sejauh
mana informasi terdistribusi, terpersepsi, terolah oleh organisasi penyelenggra dan
lalu selanjutnya informasi tersebut menghasilkan loncatan kualitatif organisasional
(organitational qualitative loop) seperti pertumbuhan karakter (kejujuran, disiplin,
enterpreneurshipness, kemampuan komunikasi, fleksibilitas adaptasi dan lain-lain)
individu dan lembaga organisasi.
Efektivitas evaluatif merujuk pada kemampuan organisasi menumbuhkan
persepsi yang adil dan tercerahkan terhadap suatu kegiatan dalam bingkai evaluasi
yang kritis, radikal, bertanggungjawab serta berorientasi kepada pertumbuhan
organisasional yang berkelanjutan. Efektivitas evaluatif mengambil bentuk
penghargaan hangat yang membesarkan hati serta kritik konstruktif yang
bagaimanapun kerasnya tidak boleh membutakan harapan di masa depan. Efektivitas
evaluatif bukanlah seremoni atau ritual organisasional yang bertujuan mencari hero
dan black sheep-nya, namun mesti di-drive menjadi momentum pause (berhenti
sejenak dan menoleh ke belakang) bagi individu dan lembaga organisasi sehingga
ditemukan simpul/ buhul kuat dan/ atau ret akan subtil yang tidak disadari
sebelumnya, sehingga secara organisasional, baik individu maupun lembaga bisa
mengenali dirinya lebih dalam untuk berkembang menghadapi tantangan yang lebih
berat di masa yang akan datang.
Efektivitas substantif merujuk pada pengembalian/ pendasaran-kembali suatu
kegiatan organisasional menuju tujuan finalnya yakni tercapainya tujuan organisasi
secara fundamental. Suatu kegiatan organisasional mesti sanggup dipersiapkan,
diselenggarakan, dan dievaluasi dalam kerangka tujuan organisasional secara
menyeluruh. Bagaimana pun suatu kegiatan telah diselenggarakan dengan baik
namun jika kegiatan tersebut melenceng dari tujuan final organisasi, maka secara
substansial kegiatan tersebut kurang berhasil. Dalam skema efektivitas substantif,
individu dan lembaga organisasi mesti sanggup mengenali secara radikal tujuan final
dari organisasinya dan mesti sanggup pula mengenali jalan-jalan (path) historis untuk
mendekati tujuan final tersebut. Jadi seyogyanya sebuah kegiatan organisasional
dinilai efektif secara substansial jika kegiatan tersebut sanggup menjadi panggung
refleksi eksistensial individu untuk lebih mengenali tujuan final dari organisasinya.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan
tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.1 Pengertian
lainnya adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan
kejadian secara faktual dan sistimatis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta
hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-
dasarnya saja.2 Berdasar uraian tersebut, maka jenis penelitian ini adalah
penelitian diskriptif kualitatif, yang berdasar pada data-data yang ada di
lapangan.. Meskipun demikian, penelitian ini bukan semata-mata lapangan,
tetapi juga terkait dengan beberapa literatur yang memuat masalah yang terkait
dengan ujian komprehensif.
Adapun lokasi penelitian yaitu Jurusan Ilmu Politik Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, karena untuk memperoleh
data yang dibutuhkan tentunya memilih lokasi yang mudah dijangkau, agar
dapat mengamati obyek yang akan diteiti setiap saat. Hal ini sejalan dengan
pendapat Spradley yang mengemukakan bahwa apabila ingin memperoleh hasil
penelitian yang lebih baik maka dalam memilih dan menentukan lokasi penelitian
1Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif
Pendekatan (Jakarta:Kencana,2008)Cet.4. hlm. 166.
2 Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.VIII; Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 6.
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harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: a) sederhana, b) mudah
memasukinya, c) tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian, d) mudah
memperoleh izin.3
Satuan Acara Perkuliahan yang dijadikan sampel penelitian, adalah Buku
Besar Satuan Acara Perkuliahan yang berisikan materi-materi kuliah yang
dirancang oleh dosen selama 16 kali pertemuan per semester. Mahasiswa
dijadikan pula sebagai objek penelitian untuk peneliti menilai efektivitas Satuan
Acara Perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik. Para mahasiswa yang menjadi
responden peneliti memberikan penilaian terhadap materi-materi yang diberikan
oleh para dosen.
B. Pembatasan Ruang Lingkup
Studi ini akan dipusatkan pada teks satuan acara perkuliahan yang telah
diselesaikan penyusunannya oleh para dosen pada Jurusan ilmu politik UIN
Alauddin Makassar, juga materi interview dari pihak-pihak terkait semisal dosen
dan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan 2013 yang merupakan angkatan
studi yang telah mengalami penerapan kurikulum baru 2013 pada Jurusan Ilmu
Politik UIN Alauddin. Berdasarkan ketentuan akademik UIN bahwa ilmu-ilmu
umum maupun ilmu-ilmu agama harus menerapkan model pembelajaran integrasi
atau interkoneksi keilmuan. Dengan demikian, studi ini akan difokuskan pada
evaluasi efektivitas pelaksanaan kurikulum baru 2013 yang dilaksanakan oleh
Jurusan/Jurusan Ilmu Politik.
3 Lihat James P. Spradley, Participation Observation (New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1990),hlm. 46 & 51.
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Fokus perhatian pada analisa teks satuan acara perkuliahan untuk
mengetahui kecenderungan, arah dan kesesuaian satu materi dengan materi lain,
sehingga diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan
keilmuan di UIN Alauddin.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif – analitis.
Dalam metode ini kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh didasarkan pada
proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-
peristiwa yang konkret.4 Metode deskriptif-analitis ini sengaja dirancang untuk
mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang. Disebut
deskriptif–analitik karena memberikan penggambaran tentang kenyataan-
kenyataan yang bersifat partinen (sungguh-sungguh ada).
Data primer diperoleh dari dokumen/teks satuan acara perkuliahan Jurusan
Ilmu Politik serta hasil wawancara sebagai upaya untuk merekonstruksi berbagai
kejadian yang berkaitan dengan faktor kausal, kondisional, kontekstual, dan
berbagai komponen lain yang terkait sehingga memberikan gambaran mengenai
evaluasi pelaksanaan kurikulum baru 2013pada program studi ilmu politik. Selain
itu, wawancara dengan pihak terkait seperti mahasiswa angkatan 2013, dosen dan
pimpinan Jurusan Ilmu Politik dilakukan untuk memperoleh informasi dan
keterangan mengenai obyek studi, artinya wawancara yang dilakukan untuk
keperluan mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk
4 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Bina Cipta, 1992), hlm. 65
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keperluan informasi.5 Individu yang menjadi sasaran wawancara disebut
informan. Mereka dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi atau
keterangan tentang hal yang diwawancarakan, sementara data sekunder diperoleh
dari teks-teks yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian seperti catatan
pengajaran dosen dan tugas-tugas kuliah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik angkatan
2013.
D. Sasaran Penelitian
Penelitian ini akan difokuskan pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Pada
Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar yang secara khusus akan
menyediakan data bagi evaluasi Satuan Acara Perkuliahan Jurusan ilmu politik.
Oleh karena itu, data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi SAP yang
terhimpun dalam Dokumen SAP/RPP jurusan, respon mahasiswa dan dosen
pembuat SAP.
E. Analisis Data
Analisa terhadap data dalam penelitian ini, dimulai dari persoalan-
persoalan terkait satuan acara perkuliahan pada Jurusan Ilmu Politik di UIN
Alauddin Makassar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas
pelaksanaan SAP di Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Data yang
dihimpun ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Fakta kualitatif diperoleh
dikelompokkan dalam kategori sejenis dan kemudian dikoding dalam bentuk nilai
absolut dan persentasi.
5 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,
1994) hlm. 130
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I. Jadwal Penelitian
Penelitian ini insya Allah akan dilakukan antara bulan April sampai
September 2013 pada Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dengan
mewawancarai sejumlah pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai
obyek yang diteliti. Rencana agenda penelitian hingga laporan akhir tergambar
sebagai berikut:
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN
1 Penyusunan Proposal Minggu ke I –
Minggu ke II
Maret 2014
Tim Peneliti
2 Pengajuan Proposal Minggu ke IV
Maret 2014
Tim Peneliti
3 Presentasi dan perbaikan
proposal
Minggu pertama
16-17 April 2014
Tim Peneliti
4 Proses Pengumpulan data
Lapangan
Minggu ke III
April - Minggu
Ke II Agustus
2014
Tim Peneliti
5 Proses Penyusunan data Minggu ke III
Agustus 2014
Tim Peneliti
6 Analisa Data Minggu ke IV
Agustus 2014
Tim Peneliti
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7 Proses Penafsiran /
pembahasan
Minggu ke IV
Agustus 2014
Tim Peneliti
8 Penarikan kesimpulan hasil Minggu ke- I
September 2014
Tim Peneliti
9 Pengetikan & Pengiriman
Laporan
Minggu ke I- II
September 2014
Tim Peneliti
10 Pengumpulan Hasil
Penelitian
Minggu ke II Okt
2014
Tim Peneliti
11 Seminar Hasil Penelitian Minggu ke III Okt
2014
Tim Peneliti
12 Revisi Minggu ke IV
Okt 2014
Tim Peneliti
13 Laporan Akhir Minggu ke IV
Okt 2014
Tim Peneliti
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J. Anggaran dan Estimasi Pembelanjaan
Adapun anggaran biaya penelitian ini secara ringkas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
No Jenis Pengeluaran
Biaya yang
diisulkan (Rp.)
Persentase
1. Manajemen 9.750.000 40%
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan 3.750.000 25%
3. Komunikasi 2.000.000 10%
4. Penyusunan Laporan & Laporan
Perkembangan
3.000.000 15%
5. Pembelian Buku Referensi 1.500.000 10%
Jumlah 20.000.000 100%
1BAB IV
Efektivitas Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin
Setiap kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Politik diatur
dalam kebijakan yang berdasar kepada kebutuhan peserta didik dan pengembangan
keilmuwan secara institusional. Hal ini mencakup pula penyelenggaraan proses
perkuliahan berbasis kurikulum 2013 yang berakar dalam integrasi keilmuan sebagai
tujuan institusional UIN Alauddin Makassar. Materi kuliah kurikulum 2013 terjabarkan
dalam satuan acara perkuliahan (SAP) yang dirancang sedemikian rupa agar materi ajar
dalam perkuliahan bisa memenuhi tujuan pelaksanaannya, yakni menghasilkan sarjana dan
intelektual politik berbasis pandangan dunia Islam. Sasaran, tujuan, dan mekanisme
prosedural dirancang sedemikian rupa agar efektivitas pelaksanaan SAP kurikulum 2013
berbasis integrasi keilmuan pada Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin bisa terwujud secara
positif bagi peserta didik maupun bagi Jurusan secara kelembagaan.
Efektivitas pelaksanaan SAP kurikulum 2013 berbasis integrasi keilmuan pada
Jurusan Ilmu Politik bisa diketahu melalui konstruksi kualitatif yang dibangun di atas first
hand data sehingga Jurusan sebagai pelaksana SAP Kurikulum 2013 mempunyai bahan
refleksi agar kebijakan pembuatan dan penyelenggaraan SAP di masa mendatang bisa
lebih baik. Efektivitas tersebut dijabarkan ke dalam empat bagian, yaitu; efektivitas
persiapan, efektivitas performatif/pelaksanaan, efektivitas evaluatif dan efektivitas
substantif.
Penelitian tentang SAP kurikulum Jurusan ini melakukan analisa terhadap buku
besar SAP kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan selama dua semester kepada peserta
kuliah Jurusan Ilmu Politik angkatan akademik 2013/2014, dilengkapi dengan melakukan
wawancara dengan dosen dan mahasiswa yang telah menyelenggarakan SAP kurikulum
22013 dan berdasarkan pula pada pengalaman peneliti sebagai dosen pembuat sekaligus
penyelenggara SAP kurikulum 2013.
A. Efektivitas Persiapan Pengadaan dan Penyelenggaraan SAP
Kurikulum 2013 Jurusan Ilmu Politik
Persiapan pengadaan dan penyelenggaraan SAP kurikulum 2013 Jurusan Ilmu
Politik ditandai oleh sirkulasi percakapan antara Ketua Jurusan dengan dosen-dosen
tentang signifikansi kurikulum baru sebagai respon strategis terhadap kualitas kurikulum
yang telah ada selama ini (kurikulum 2008-2013) yang dinilai kurang bermutu dan
insignifikan untuk mencapai pembelajaran integral antara ilmu politik dan Islam. Hal ini
kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Jurusan tentang perlunya merevisi kurikulum lama
sehingga kurikulum baru bisa lahir. Disepakatilah untuk melakukan workshop kurikulum
Jurusan Ilmu Politik yang diselenggarakan di gedung Fakultas Ushuluddin, Filsafat &
Politik pada xx xxxx 2012 dengan mengundang dan menghadirkan akademisi serta praktisi
politik, baik dari internal UIN Alauddin (sebagai akar sekaligus rumah Ilmu Politik yang
terintegrasi dengan Islam. Akademisi UIN Alauddin banyak memberi arahan dan evaluasi
kritis terkait definisi Islam dan reorientasi Islam dalam politik) maupun dari Universitas
Hasanuddin (sebagai “Kakak Besar” dalam hal penyelenggaraan kuliah Ilmu Politik)
maupun dari kalangan partai politik dan aktivis masyarakat (sebagai mitra dan user alumni
sekaligus sebagai sumber informasi terkait situasi lapangan politik praktis yang aktual).
Dalam workshop kurikulum tersebut terkumpul banyak masukan yang sangat
bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin untuk dipersepsi sebagai dasar
sekaligus tujuan kurikulum baru yang diharapkan lebih aktual, lebih strategis, lebih
menghampiri terwujudnya profil lulusan yang mampu menggabungkan antara Islam
sebagai pandangan dunia dengan Ilmu Politik. Dalam workshop kurikulum tersebut,
misalnya, dijumpai kebutuhan untuk menyelenggarakan perkuliahan politik Islam secara
gradual demi tercapainya integrasi keilmuan. Mata kuliah politik Islam akhirnya dipecah
3ke dalam tiga bagian yang masing-masingnya diselenggarakan dalam setiap semester,
yakni politik Islam I/profetik pada semester II, politik Islam II/empirik pada semester III
dan politik Islam III/profetik pada semester IV. Keseluruhan SAP pada ketiga mata kuliah
ini diadakan dalam bingkai integrasi keilmuan sebagai tujuan final penyelenggaraan
perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.
Hasil workshop kurikulum baru tersebut secara startegis mengambil bentuk
disusunnya SAP oleh dosen ilmu politik untuk mata kuliah-mata kuliah baru berdasarkan
hasil workshop kurikulum. SAP mata kuliah-mata kuliah baru tersebut disusun sedemikian
rupa untuk mewujudkan suasana akademik dan materi ajar yang mengarah kepada
terwujudnya peserta didik dan alumni yang secara keilmuan menerapkan integrasi antara
ilmu politik dan pandangan dunia keislaman.
Meski begitu ada beberapa hal yang patut diperhatikan; pertama, survey awal
tentang bentuk dan konsekuensi integrasi keilmuan politik dengan pandangan dunia
keislaman tidak dilakukan. Akibatnya tidak ada kesepakatan mendasar tentang definisi,
batasan serta kerangka operasional tentang integrasi keilmuan. Ketidaksepakatan ini tidak
saja muncul di antara sesama dosen tetap Jurusan ilmu politik, melainkan juga muncul di
antara sesama dosen fakultas ushuluddin, filsafat & politik, bahkan secara mendasar
muncul pada level rektorat UIN Alauddin makassar.
Ketidaksepahaman ini dibiarkan mengendap sebagai hidden script yang
kehadirannya sangat mengganggu namun tidak dapat ditanggulangi secara aktual. Telah
ada ikhtiar Jurusan Ilmu Politik agar ketidaksepahaman kelembagaan internal UIN
Alauddin tentang integrasi keilmuan bisa diminimalisir dengan jalan Jurusan sebaiknya
memegang sebuah definisi generik tentang apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan
namun defenisi generik tersebut tidak mesti menentukan hasil akhir dari apa yang
dimaksud dengan integrasi keilmuan. Namun hal ini pun masih kurang berhasil, sebab alih
alih menjadi solusi menuju kesepakatan, proses pendefinisian definisi generik ini di
samping gagal dilakukan, juga menyadarkan dosen tetap Jurusan Ilmu Politik mengenai
4luasnya spektrum dari integrasi keilmuan itu sendiri. Sebagai efeknya timbullah perasaan
inferior pada diri dosen tetap Jurusan Ilmu Politik terkait kemampuan menyelenggarakan
perkuliahan berbasis integrasi keilmuan, termasuk di dalamnya ketidakpercayaan diri
dalam menyusun SAP yang secara aktual mengarah kepada perwujudan kurikulum
berbasis integrasi keilmuan.
Kedua, tidak adanya focus group discussion (FGD) internal Jurusan yang secara
serius diselenggarakan untuk membahas kelayakan SAP kurikulum baru 2013 yang telah
berhasil diadakan. Selayaknya FGD dilakukan demi terbangunnya common sense and
consensus antara sesama dosen teap Jurusan Ilmu Politik terkait asas, arah serta
keberlanjutan materi SAP yang koheren dari minggu ke minggu untuk setiap mata kuliah,
dalam bingkai integrasi keilmuan tentunya.
FGD internal dosen tetap Jurusan Ilmu Politik selayaknya dibangun dalam bentuk
dialag rasional komunikatif yang saling menghargai, sesuatu yang sebenarnya sangat bisa
diwujudkan mengingat kualitas komunikasi interpersonal para dosen sangat hangat dan
akrab. Namun eksekusi kebijakan Jurusan untuk mempersepsi kelemahan sekaligus
kelebihan SAP kurikulum 2013 selalu gagal. Hal ini berakar dalam gagalnya Jurusan dan
dosen untuk mempersepsi dan memprioritaskan SAP berorientasi integrasi keilmuan
dikarenakan kesibukan kelembagaan dan pribadi dosen yang sangat menumpuk.
Dibutuhkan kemauan kelembagaan Jurusan Ilmu Politik untuk kembali mengupas
materi SAP serta hal-hal terkait lainnya (seperti kedisiplinan dan etika dosen dalam
mengampuh kelas perkuliahan yang berkarakter integrasi keilmuan) serta inisiatif, insentif
serta mekanisme reward and punishment dari pihak rektorat UIN Alauddin agar setiap unit
kerja (baik pada level Program Studi, Jurusan maupun pada level Fakultas) untuk
mengevaluasi terus-menerus materi ajar/SAPnya dalam bingkai integrasi keilmuan agar
tercipta ekosistem akademik berkarakter integrasi keilmuan yang secara organik mampu
menjadi ranah (field) akademik sosial spesifik yang hanya memunculkan kebiasaan
berpikir dan bertindak (habitus) agennya yang sesuai. Lain ladang lain pula belalangnya;
5UIN Alauddin semestinya menjadi ladang yang hanya dihuni oleh belalang yang sesuai
dengan karakter ilmiah UIN Alauddin, yakni integrasi keilmuan.
Hal ini penting agar situasi aktual kelembagaan UIN Alauddin hari ini yang
dibangun di atas keragaman habitus yang kontraproduktif dengan suasana akademik
berkarakter integrasi keilmuan bisa ditanggulangi, sehingga kualitas UIN Alauddin sebagai
ranah (field) akademik spesifik bisa berubah.
Penelitian ini tidak bermaksud menyatakan bahwa keragaman orientasi sosial dan
keragaman tindakan kultural itu tidak cocok dengan kondisi serta situasi akademik
berkarakter integrasi keilmuan, namun yang ingin kami utarakan adalah keragaman
orientasi sosial dan keragaman tindakan kultural UIN Alauddin saat ini tidak cocok
dengan kondisi serta situasi akademik berkarakter integrasi keilmuan. Keragaman cara
berpikir serta kemajemukan tindakan dan praksis historis perlu ada dan mesti dipelihara,
namun kesemuanya itu tidak dibangun di atas logika kekuasaan dan fragmentasi
kepentingan yang beragam, melainkan perlu diwujudkan berdasarkan pertimbangan yang
jauh ke depan, pertimbangan yang melampaui, mengantisipasi serta mentransendensi
silang sengkarut kepentingan yang ada saat ini di UIN Alauddin Makassar. Caranya
bukanlah dengan menginstalasi narasi raksasa seperti “UIN Alauddin Kampus Peradaban”
atau “UIN Alauddin Kampus Berkerahmatan”, melainkan menginstalasi tindakan konkrit
bahwa akademikasi serta edukasi adalah titik api (core value) & episentrum dari seluruh
agen UIN Alauddin Makassar. Seluruh kepentingan dan perbedaan mesti sanggup
disubstitusi ke bawah kepentingan akademikasi dan edukasi.
Penanda terbesar dalam hal ini adalah munculnya mentalitas dosen dan karyawan
UIN Alauddin Makassar sebagai pelayan mahasiswa. Mahasiswa sebagai pusat universitas
telah dan akan teus menjadi ciri lembaga pendidikan tinggi yang besar dan berhasil. Hal ini
mestinya ditiru oleh UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan Jurusan Ilmu Politik
pada khususnya sehingga akademikasi dan edukasi (yang notabene merupakan
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setiap tindakan dan cara berfikir seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar.
Kembali kepada signifikansi FGD SAP. Jika bisa, FGD lanjutan tentang kualitas
SAP ini dilakukan dalam dua kali pelaksanaan; kali pertama FGD internal (dosen tetap
Jurusan Ilmu Politik dan dosen UIN yang secara kualifikasi akademik mampu membahas
SAP berkarakter integrasi keilmuan) dan kali kedua FGD eksternal, di mana selain dosen
tetap Jurusan Ilmu Politik FGD ini juga melibatkan Publik Relation/PR dari lembaga mitra
yang dianggap mampu memberi masukan terkait sitausi lapangan aktual politik pada
umumnya dan politik Islam pada khususnya, sehingga materi SAP bisa lebih implementatif
dan aplikatif tanpa mesti kehilangan orientasi filosofis yang sedari awal menjadi
tujuannya. FGD eksternal ini menjadi ajang komunikasi yang sanggup memfasilitasi
kebutuhan triadik (dosen, UIN Alauddin dalam hal ini Jurusan Ilmu Politik serta lembaga
mitra sebagai pengguna/user alumni) agar tujuan dan prosesi perkuliahan yang
mengguanakan kurikulum baru 2013 (dan bentuk-bentuk output konsekuensionalnya yakni
SAP) bisa jelas tergambarkan sebelum kurikulum baru 2013 diselenggarakan lebih jauh.
Tanpa FGD yang sifatnya orientatif ini, kurikulum 2013 dan SAP yang
membangunnya  akan menjadi perangkat akademik yang bersifat seremonial mekanistik
tanpa arah, kalaupun memiliki arah maka itu tidak lebih dari arah durasional (“SAP mata
kuliah ini akan diterapkan selama empat tahun sebelum direvisi lagi”) tanpa orientasi
substansial (“SAP merupakan perangkat akademika dan edukasi yang merefleksikan spirit
otentik kemanusiaan sebagai organisme yang akan mati jika tidak tumbuh melalui
pembelajaran yang direncanakan secara seksama).
B. Efektivitas Performatif SAP Kurikulum 2013 Jurusan Ilmu Politik
Performativitas atau pelaksanaan SAP pada Jurusan Ilmu Politik telah berjalan
dengan baik secara prosedural yang meliputi proses pengadaan buku besar SAP Jurusan
Ilmu Politik yang setiap saat bisa diakses oleh dosen pengampuh mata kuliah, penunjukan
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seperti biasanya. Tentu saja, sebagaimana telah dijelaskan pada poin pertama (efektivitas
persiapan SAP), dengan adanya ketidaksepakatan internal dosen tetap Ilmu Politik tentang
definisi, batasan dan implikasi integrasi keilmuan, akan berimbas pada tiadanya SAP yang
diharapkan secara operasional dan optimal menerjemahkan idealitas integrasi keilmuan ke
dalam prosesi perkuliahan sehari-hari. Meski demikian, Jurusan Ilmu Politik tetap
menyelenggarakan perkuliahan dengan SAP yang berasal dari workshop kurikulum 2013,
bagaimanapun terbatasnya, minimnya dan inkonsistennya konfigurasi materi SAP
berkarakter integrasi keilmuan. Jurusan berbesar hati untuk tetap melaksanakan SAP
kurikulum 2013 sebagai amanat Undang-Undang yang bagaimanapun situasinya,
perkuliahan yang mendorong peserta didik dan dosen untuk terus tumbuh melampaui
dirinya sendiri mesti terus diselenggarakan.
Dari hasil survey terkait proses pelaksanaan belajar mengajar, ditemukan adanya
pengulangan materi SAP pada mata kuliah yang berbeda di semester yang berbeda.
Mahasiswa menyatakan bahwa beberapa kali mereka mendapati materi perkuliahan yang
persis sama di matakuliah yang berbeda di semester yang berbeda pula. Sebagian
mahasiswa merespon positif hal ini sebagai kesempatan untuk mereview kembali
pemahaman mereka sebelumnya. Namun bagi sebagian yang lain, hal ini dianggap kurang
baik sebab pengulangan yang terjadi menimbulkan kesan monoton.
Mengenai integrasi keilmuan antara kajian politik dan keislaman, mahasiswa
menyatakan bahwa integrasi keilmuan antara materi politik dan keislaman merupakan
konsep yang sangat baik dan menganjurkan agar setiap mata kuliah pada Jurusan Ilmu
Politik mengandung konsep integrasi tersebut.
Sejauh ini, mereka menilai bahwa dosen belum mampu mengintegrasikan materi
politik dan keislaman dalam cara mengajar mereka. Tidak ada sinergitas antara kajian
politik dan kajian keislaman , bahkan materi yang diajarkan lebih condong pada keilmuan
politik saja. Selanjutnya, dosen tidak memberikan kajian yang mendalam mengenai
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mahasiswa menyatukan persepsinya atau pengetahuan yang sifatnya politik religius.
Dengan demikian disimpulkan bahwa penerapan integrasi ilmu politik dan islam di dalam
proses mengajar belum efisien.
Akan halnya referensi buku, hampir semua mahasiwa menyatakan bahwa sebagian
besar dosen mengintruksikan kepada mahasiswa untuk mencari buku yang judulnya sesuai
dengan mata kuliah yang akan dipelajari. Hanya sebagian kecil yang meluaskan mahasiswa
untuk mencari referensi buku tanpa berpatokan pada judul matakuliah.
Mengenai hasil evaluasi terhadap kesesuaian tema ajar dan materi; mahasiwa
menyatakan bahwa sebagian besar dosen telah menerapkannya dengan baik. Hanya saja,
ada beberapa catatan tambahan bahwa beberapa dosen tidak maksimal dalam memberikan
pengajaran. Ada kasus di mana dosen tidak memberikan kajian yang mendalam terhadap
materi perkuliahan yang sedang dibahas. Ada juga kasus di mana dosen tidak menuntaskan
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mahasiswa.
Hal yang paling banyak mendapat sorotan mahasiswa adalah kehadiran dan
keseriusan dosen dalam mengajar. Mahasiswa mengeluhkan seringnya dosen datang
terlambat atau absen tanpa konfirmasi. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh dosen
adalah kehadiran di kelas; beberapa dosen tidak cukup loyal dengan pertemuan dengan
seringnya absen, bahkan ada beberapa dosen yang masih acuh dengan pertemuan. Yang
sangat memprihatinkan adalah banyak dosen yang menggabungkan materi perkuliahan
yang seharusnya dibahas dalam beberapa pertemuan menjadi hanya satu kali pertemuan
saja. Kebiasaan ini utamanya dilakukan di akhir semester untuk menutupi kealpaan mereka
di pertemuan sebelumnya.
Namun demikian, performativitas perkuliahan berdasarkan SAP masih bisa
disempurnakan di masa mendatang jika hal-hal berikut bisa diwujudkan; pertama, aktivasi
dosen pembimbing lebih ditingkatkan. Dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh
Jurusan Ilmu Politik semestinya bisa berinteraksi lebih intens dengan SAP peserta didik
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dosen pembimbing dengan SAP perkuliahan yang sedang ditempuh oleh peserta didik
bimbingan akademiknya sangat minim (0 - 2 x 30 menit dalam satu semester). Alasan yang
muncul bervariasi, dari minimnya waktu hingga ketersediaan anggaran yang terbatas
(“sedikit ji uang kajiannya hahaha..”).
Dalam setiap kajiannya yang berdurasi <60 menit tersebut, dosen pembimbing
akademik hanya menjumpai lapisan luar dari realitas SAP kurikulum 2013;
mengidentifikasi seadanya keseimbangan materi SAP yang politik dengan materi SAP
yang islami, berbincang seadanya dengan mahasiswa bimbingan akademiknya tentang alur
dan sistem dari mata kuliah prasyarat dan mata kuliah lanjutan, menginstruksikan
keislaman simbolik kepada mahasiswa bimbingannya (“setiap mau belajar dalam
perkuliahan baca Bismillah yaa..”). Begitu saja.
Lebih jauh, bahkan ketika Dosen pembimbing akademik mampu menyelami
realitas SAP kurikulum 2013 dan menemukan kelebihan serta kelemahan SAP, ia tidak
membawa temuannya (jika memang ada temuan) kepada ketua Jurusan untuk selanjutnya
diolah dalam rapat Jurusan yang sifatnya lebih terstruktur dan multi perspektif.
Kedua, dosen tetap Ilmu Politik semestinya sanggup merevisi secara kreatif materi
SAP kurikulum 2013 yang ada di dalam buku besar SAP. Sebagai fasilitator, inspirator,
mediator utama dalam proses perkuliahan Jurusan Ilmu Politik, dosen tetap Ilmu Politik
dituntut sejatinya untuk selalu belajar dan memperluas horizon penguasaan integrasi
keilmuannya, sehingga setiap mata kuliah yang diampunya mampu mempersesi SAP resmi
Jurusan sebagai suatu SAP yang mesti dilampaui dalam prosesi perkuliahan yang aktual.
Terjadinya hal ini (yakni kurangnya inisiatif dosen tetap Ilmu Politik untuk melampaui
SAP resmi Jurusan) disebabkan karena otoritas institusional Jurusan yang semestinya
sanggup mengayomi individu dosen dalam meningkatkan kapasitas ilmiahnya (dalam
bentuk diskusi internal dosen rutin 2 mingguan dan lain sebagainya) belum sepenuhnya
teraktual.
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Ketiga, tidak adanya interaksi mendalam antara dosen tetap Jurusan Ilmu Politik
dengan dosen luar biasa (LB) yang dipekerjakan oleh Jurusan Ilmu Politik sehingga
persepsi tentang nilai dan signifikansi SAP kurikulum 2013 begitu beragam dan karenanya
sulit diarahkan menjadi metode tindakan dalam kelas perkuliahan yang efektif. Jumlah
dosen tetap sebanyak 11 orang, sedangkan jumlah dosen LB sebanyak 42 orang. Jika setiap
dosen tetap hanya boleh mengampuh 24 SKS setiap semester, maka bisa dipastikan bahwa
interaksi akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Politik 68% berlangsung dengan dosen LB.
Ini adalah jumlah interaksi yang sangat besar, baik secara kuantitatif maupun secara
kualitatif. Sudah semestinya Jurusan Ilmu Politik menyatukan persepsi semua dosen
pengampu mata kuliah tentang SAP kurikulum baru sebagai jembatan emas menuju
terwujudnya integrasi keilmuan, bagaimana pun lemah dan inkonsistennya SAP yang ada
saat ini.
Keempat, mata kuliah komprehensif (dengan materi utama teori ilmu politik,
metodologi ilmu politik serta mengaji dan mendaras Al-Quran) merupakan mata kuliah
yang memiliki nilai strategis sebagai gerbang terakhir sebelum skripsi untuk mewujudkan
integrasi keilmuan. Mahasiswa ilmu politik yang sedang mengambil Mata Kuliah
Komprehensif semestinya diminta untuk menjadi insan ishtilahy (manusia istilah, terma ini
merujuk kepada kualifikasi sarjana muslim abad pertengahan. Mereka disebut sebagai
manusia Istilah dikarenakan penguasaan mumpuni mereka terhadap struktur istilah ilmu
yang mereka geluti). Mata kuliah Komprehensif semestinya dirancang sedemikian rupa
agar berisi struktur istilah (minimal 25 istilah) yang berkarakter integrasi keilmuan, seperti
istilah Politik Islam, Madinah al-Fadhilah, Piagam Madinah, Piagam Djakarta, Demokrasi
Konstitusional, dan lain sebagainya, yang mesti dipahami oleh mahasiswa agar bisa lulus.
Istilah-istilah ini mesti dirancang sedemikian rupa, baik jumlah dan muatannya, agar
karakter integrasi keilmuan bisa terwujud.
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C. Efektivitas Evaluatif SAP Kurikulum 2013 Jurusan Ilmu Politik
Evaluasi terhadap SAP sebagai unsur utama yang membangun kurikulum baru
2013 Jurusan Ilmu Politik belum pernah dilakukan sehingga efektivitas evaluatif terhadap
perangkat akademik Jurusan Ilmu Politik ini belum bisa dilakukan. Hal ini mengagetkan
kami sebagai peneliti LEMLIT UIN, namun tidak mengagetkan kami sebagai dosen tetap
Jurusan Ilmu Politik. Ketiadaan evaluasi terhadap evektivitas SAP kurikulum 2013 ini
disebabkan oleh; pertama, tidak adanya kesepakatan bersama yang bisa menjadi asas
fundamental tentang definisi, batasan dan konsekuensi dari apa yang dimaksud dengan
integrasi keilmuan. Jika jangkar makna/titik api seperti ini tidak ada maka evaluasi dalam
bentuk apa pun terhadap SAP kurikulum 2013 akan sia-sia; kedua, rentang waktu
durasional pelaksanaan perkuliahan berdasarkan SAP kurikulum 2013 baru memasuki
tahun pertama sehingga materi evaluasi masih sangat terbatas.
D. Efektivitas Substantif SAP Kurikulum 2013 Jurusan Ilmu Politik
Riset ini memaksudkan istilah efektivitas substantif sebagai konstruksi kualitatif
yang merujuk kepada anasir evaluasi program pengadaan dan penyelenggaraan SAP
kurikulum 2013 secara menyeluruh dan radikal dalam bingkai psikologi profesi kedosenan
sebagai fasilitator, mediator dan motivator SAP kurikulum 2013 berbasis integrasi
keilmuan pada Jurusan Ilmu Politik secara khusus dan pendidik secara umum. Singkatnya,
evaluasi substantif atas pengadaan dan penyelenggaraan SAP sebagai program akademik
merujuk kepada pemeriksaan kritis terhadap persepsi diri dosen Jurusan Ilmu Politik
sebagai fasilitator, motivator dan inspirasi pendidikan. Tujuan pemeriksaan atas efektivitas
substantif ini adalah untuk mendekomposisi, mendekonstruksi, merekonstruksi dan
selanjutnya menyelenggarakan kedirian sebagai dosen yang reflektif. Sebab, merujuk
kepada kata-kata Socrates yang terkenal, “kedosenan yang tidak dipertanyakan adalah
kedosenan yang tidak layak dijalani”.
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Dari riset ini terbaca beberapa hal yang mesti kita, sebagai dosen Jurusan Ilmu
Politik, sikapi secara kritis dialogis. Pertama dan ini yang paling utama, tidak ada falsafah
pendidikan yang menjadi common consensus yang kita anut sebagai dasar, tujuan, medan
evaluasi dan panduan praktik penyelenggraan pendidikan kita, termasuk di dalamnya
penyelenggaraan SAP kurikulum 2013. Ini terbaca dari minimnya diskusi kita tentang
hakikat pendidikan; mazhab, metodologi, bahkan hampir tidak pernah kita saling menyapa
tentang ideologi dan idealitas pendidikan seperti apa yang kita hasratkan untuk terwujud.
Kami sebagai peneliti tidak meminta untuk kita semua mengambil short course teori
pendidikan sebab peneliti percaya bahwa cinta kita kepada ilmu, ruang kelas, jiwa muda
yang bergairah dalam dialektika dan mencintai interaksi dalam ilmu, buku & diskusi, telah
lebih dari cukup untuk menggerakkan kita agar pembicaraan tentang wacana dan praktik
pendidikan lazim hadir.
Jarang ada di antara kita yang paham apa bedanya Mazhab Classical education,
dengan Mazhab unschooling, Charlotte Mason, serta Mazhab Maria Montessori.
Terminologi seperti multiple-intellegence, mind mapping, living books, kapitalisme
pendidikan (anasir-anasir yang semestinya muncul dalam SAP kurikulum 2013) jarang
didengungkan di sela-sela canda dosen Jurusan Ilmu Politik yang dipenuhi percakapan
tentang beasiswa, keluarga, canda seks dan kepangkatan. Dosen Jurusan Ilmu Politik
tersesat bahkan hilang diri dalam arus kepentingan diri sehingga lalai merefleksikan
pertanyaan eksistensial yang mendasar; “Apakah defenisi kedosenan yang saya jalankan
telah sesuai dengan fitrah kemanusiaan?” Mungkin semua dosen Jurusan Ilmu Politik
pernah membandingkan diri dan ekosistem pendidikan yang dibangunnya dengan
ekosistem pendidikan yang hadir dalam film Three Idiots dan merasa dicambuk untuk
berubah.
Kedua dan seterusnya adalah konsekuensi dari hal pertama, asumsi bahwa para
dosen adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, sedangkan mahasiswa
adalah subjek berkekurangan yang mesti disuapi informasi, mesti ditinggalkan. Setiap
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mahasiswa adalah pribadi utuh yang sangat mencintai ilmu dan aktivitas belajar. Apa yang
para dosen perlu lakukan adalah menghadirkan ekosistem belajar yang tepat dalam bentuk
relasi jiwa mahasiswa dengan informasi yang nilainya primer, yang telah hadir dalam teks-
teks utama studi politik, yang tinggal diarahkan menuju intergasi dengan pandangan dunia
keislaman. Hal ini hanya akan terwujud jika para dosen, selalu tumbuh secara ilmiah dan
akademik. Dari hari ke hari dosen Jurusan Ilmu Politik sejatinya semakin cerdas, semakin
santun, semakin sanggup melayani mahasiswa sebagai Raja UIN Alauddin yang
sebenarnya. Dengan demikian, ketidaksempurnaan SAP kurikulum 2013 bisa ditutupi
sebagiannya oleh teladan dosen dalam berperilaku, sesuatu yang sangat bernilai edukatif
dalam pengertiannya yang hakiki.
Jika ini diamini, maka mahasiswa akan diberi ruang yang sangat luas dalam
mengeksplorasi teks-teks ilmu politik dengan ditemani persahabatan dosen yang hangat.
Jika hal ini tercapai maka SAP yang ada bisa jadi materi dialog yang dialektis antara para
dosen Jurusan Ilmu Politik dengan mahasiswa, sehingga sedikit kelemahan SAP diketahui
oleh mahasiswa sehingga hal-hal yang bisa diantisipasi sendiri oleh mereka, akan mereka
lakukan sendiri. Hal ini adalah syarat mendasar agar otonomi, kreatifitas, dan sensitivitas
mahasiswa bisa terbangun secara mandiri. Kesanggupan untuk belajar sendiri melalui teks
kunci ilmu politik dalam komunitas epistemik yang dinamis, bukankah inilah yang
menjadi tujuan fundamental dari penyelenggaraan pendidikan ilmu politik?
Ketiga, Jurusan Ilmu Politik, baik individu dosennya maupun kelembagaan
organisasinya gagal menetapkan sasaran SAP kurikulum 2013, sasaran dalam arti
identifikasi fungsi dan makna stategis demi pencapaian tujuan. Kesan ini susah dibantah
jika kita menyadari fakta ini; riset ini tidak menemukan adanya analisis SWOT atas SAP
kurikulum 2013 yang dibuat oleh pihak Jurusan Ilmu Politik. ketiadaan analisis SWOT
terhadap SAP kurikulum 2013 menjadi pananda betapa masih banyak hal yang perlu
dikerjakan, baik oleh dosen sebagai individu, maupun oleh Jurusan Ilmu Politik UIN
Alauddin sebagai organisasi.
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BAB V
Penutup
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifitas penyelenggaraan satuan acara
perkuliahan (SAP) kurikulum 2013 Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar berbasis
integrasi keilmuan belum tercapai secara maksimal. Hal ini tercermin pada substantansi
materi SAP yang belum link and match, baik antara materi SAP kepolitikan dengan
keislaman dalam satu mata kuliah tertentu maupun antar mata kuliah. Maksimalisasi
efektivitas ini terhambat oleh banyak faktor, utamanya adalah tidak hadirnya kesepakatan
struktural tentang definisi integrasi keilmuan, batasannya maupun metodologi
penjabarannya.
B. Saran
Bagaimana pun tidak terstruktur dan inkonsistensinya, penyelenggaraan SAP
kurikulum 2013 mesti tetap dilangsungkan sembari melakukan beberapa hal yang bisa
diharapkan memperbaiki kandungan materi SAP, yakni;
1. Evaluasi mendasar terhadap SAP kurikulum 2013 perlu diadakan. Sampai sejauh ini
Jurusan Ilmu Politik belum pernah sama sekali mengevaluasi kelebihan dan
kekurangan SAP kurikulum 2013. Analisis SWOT bisa menjadi langkah awal untuk
memetakan evaluasi yang dimaksud.
2. Pengayaan kualitas ilmiah dan akademik dosen pengampuh mata kuliah Jurusan Ilmu
Politik melalui pelatihan, workshop, diskusi dan sebagainya, sehingga penguasaan
ilmiah para dosen bisa menjadi SAP tidak resmi yang mengimbangi lemahnya SAP
resmi milik Jurusan Ilmu Politik.
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